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Abstract

The types of cyber crime are regulated in artidleé@®article 37 of Law No. 11/2008 of Juncto Law
No. 19/2016. The author is interested in analyzing formulation of article 27 paragraph (1)
regarding criminal acts of decency with his exptaomain Law No. 11/2008 Juncto Law No. 19/2016,
because the elements of a moral act in the forioulatf article 27 paragraph (1) are unclear and can
cause different perceptions. Regulations regarthegormulation of criminal acts in the law, inghi
case specifically the formulation of criminal agtsLaw No. 11/2008 in conjunction with Law No.
19/2016 must be clear, easy to understand, antkdarut fairly. Unclear criminal acts formulations
can potentially lead to legal uncertainty. The auttries to reveal the unclear formulation of the
provisions of article 27 paragraph (1) of Law N&/2D08 which regulates the provisions on criminal
acts of decency. This has become an urgent needaammibt be delayed, because it involves the issue
of legal certainty.
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Abstrak

Adapun jenis jenis tindak pidana siber diatur ohagasal 27 sampai dengan pasal 37 UU No 11/2008
Juncto UU No 19/2016 . Penulis tertarik melakukaalisa pada rumusan pasal 27 ayat (1) tentang
tindak pidana kesusilaan dengan penjelasannya daldniNo 11/2008 Juncto UU No 19/2016,
dikarenakan unsur-unsur suatu perbuatan kesusii@am rumusan pasal 27 ayat (1) tersebut tidak
jelas dan bisa menimbulkan persepsi yang berbeatka Bengaturan mengenai rumusan tindak pidana
dalam undang-undang, dalam hal ini khususnya rumtisdak pidana dalam UU No 11/ 2008 juncto
UU No 19/2016 harus jelas, mudah dipahami, darkskiaakan secara adfbif). Rumusan tindak
pidana yang tidak jelas dapat berpotensi menimbulketidakpastian hukum. Penulis berusaha
mengungkap ketidakjelasan rumusan ketentuan pdsalk&t (1) UU No 11/ 2008 yang mengatur
ketentuan tentang tindak pidana siber kesusilaah.irti sudah menjadi kebutuhan yang mendesak
dan tidak dapat ditunda - tunda lagi, karenamahenyangkut persoalan kepastian hukum

Kata kunci: tindak pidana siber,kesusilaan,kepastian hukum,rumusan pasal teknologi informasi
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PENDAHULUAN
L atar Belakang Masalah

Teknologi informasi membawa hubungan antararegli dunia menjadi tanpa batas
dan mampu membawa perubahan konsep-konsep sé®iabrei dan budaya di masyarakat
dengan sangat cepat daasif. Teknologi informasi selain membawa manfaat damtrikausi
terhadap masyarakat tetapi di sisi lain menjadireaidalam melakukan perbuatan melawan
hukum. Perkembangan teknologi informasi mendorodgptasi/ penyesuaian ketentuan-
ketentuankonvensional menjadi lebihresponsif terhadap kondisi masyarakat yang semakin
dinamis karena teknologi informasi dapat berdampa#fta kehidupan yang sesungguhnya.
Persoalan hukum yang seringkali muncul terkaitaindidana teknologi informasi ini adalah
dapat dilakukan siapapun, dimanapbaorderless (tak terbatas) dan bersifahonim (tanpa
nama, tidak ber-identitas). Dibentuknya dan dgkémnya Undang-Undang Republik
Indonesia No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi deangdaksi Elektronik (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Bliéganor 4843, untuk selanjutnya
disingkat UU No 11/ 2008) dan Undang-Undang Reguhtonesia Nomor 19 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 T&0@8 Tentang Informasi Dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2016ndlo251, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5952, untuk selanjutnya disingkat NO 19/2016) diharapkan dapat
menanggulangi tindak pidana siber yang semakin sabk@an masyarakat serta menjamin
kepastian dan pemanfaateyberspace (ruang siber) supaya lebih dapat berkembang secara
optimal. Perumusan ketentuan pasal-pasal dalanu sumtang-undang dalam merumuskan
tindak pidana siber merupakan hal yang sangatmgrdan dalam perumusannya harus jelas,
mudah dipahami, dan dilaksanakan secara faili) (Rumusan tindak pidana yang tidak jelas
dapat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukufetentuan dalam pasal-pasal yang
merumuskan tindak pidana siber yang tidak jelassiamir merupakan bentuk pelanggaran
atas konsep negara hukunulé of law) dimana ‘& legal system in which rules are clear,
wellunderstood, and fairly enforced”. Rule of law dapat dimaknai sebagaa fegal systemin
which rules are clear, well-understood, and fairly enforced”, dengan salah satu cirinya ada
kepastian hukum yang mengandung asas legalitadikpbditas, dan transparansi. Aspek
penting terkait dengan kejelasan sebuah rumusalaktiipidana yang menjamin adanya

kepastian hukum adalah ases certayaitu pembuat undang-undang (legislatif) harus
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merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbyatag disebut dengan tindak pidana
(kejahatangrimes). Pembuat undang-undang harus mendefinisikan degefgs tanpa samar-
samar(nullum crimen sine lege stricta), sehingga tidak ada perumusan yang ambigu
mengenai perbuatan yang dilarang dan diberikanssaRlerumusan yang tidak jelas atau
terlalu rumit hanya akan memunculkan ketidakpadtigkum dan menghalangi keberhasilan
upaya penuntutan (pidana) karena warga selalu dikpat membela diri. Pasal dalam
Undang-undang tidak boleh dirumuskan secara saamaaisdan harus dirumuskan secara
jelas dan rinci mengenai perbuatan yang dikuakfikaebagai tindak pidana, serta
pengertiannya tidak boleh terlalu luas dan rum@hiBgga berpotensi disalahgunakan oleh
penguasa dan pihak-pihak tertentu karena pasal Vaa§ jelas akan bersifat lentur,
subjektif, dan sangat tergantung interpretasi pasguOleh karenanya berpotensi dan secara
faktual menimbulkan ketidakpastian hukum. Perm&saladalam rumusan ketentuan pasal
27 ayat (1) UU No 11/ 2008 juncto UU No 19/2016 apatkan hal penting, dan dalam
perumusan tindak pidana siber kesusilaan perlkkidigin rumusan yang jelas sehingga

kepastian hukum bisa terpenuhi.

Ketentuan yang mengatur tidak pidana sibeiatenkesusilaan dapat dilihat di Pasal 27
ayat (1) dan penjelasannya dalam UU No 11/ 2008tgutJU No 19/2016 , yang isi
selengkapnya adalah sebagai berikut :

Pasal 27 (1) : “ Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak stahdsikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnf@misi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melgangkesusilaan *.

Penjelasan pasal 27 ayat (1) : Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah
mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektratan/atau Dokumen Elektronik
kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalterSiElektronik. Yang dimaksud dengan
“mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/a@akumen Eletronik
yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui @istelektronik. Yang dimaksud dengan
“membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan dalain mendistribusikan dan
mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang nedrapkan Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui piteafk &tau publik?

Tindak pidana kesusilaan adalah tindak pidgaag berhubungan dengan masalah

kesusilaan. Definisi singkat dan sederhana ini igoalkaji lebih lanjut untuk mengetahui

! pasal 27 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik

2 penjelasan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

334



: HUKUM BISNIS :: EISSN 2460-0105
Universitas Narotama Surabaya
Volume 4 Nomor 1, Juni 2020

seberapa ruang lingkupnya ternyata tidak mudah nkarpengertian dan batas-batas
kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda bedarotepandangan dan nilai nilai yang
berlaku di masyarakat tertentu. Dengan demikiaaktah mudah menentukan batas-batas
atau ruang lingkup tindak pidana kesusilaan.

Tindak pidana ini merupakan salah satu tindak @Edgng paling sulit dirumuskan. Hal ini
disebabkan kesusilaan merupakan hal yang paliradifrelan bersifat subyektif. Didalam
pasal 27 ayat (1) dan juga penjelasannya UU N@®Q@8 juncto UU No 19/2016 tersebut
diatas, tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengsndilaan . Bila kita mengacu ke Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana ( untuk selanjutnyangisit KUHP ) terkait tindak pidana
kesusilaan, diatur di KUHP Buku Kedua Bab XIV temgaKejahatan Terhadap Kesusilaan
dalam pasal 281 s/d 299, sedangkan yang berkagangad dilakukannya di dunia maya
adalah pasal 281, 282, 283.

Bila dicermati , pada isi pasal 281, 282, BBHP disitu hanya memberikan ketentuan
bahwa melakukan kesusilaan itu dilarang dan bikandi sanksi, tetapi tidak dijelaskan
batasan maupun pengertian suatu perbuatan bisgéegikkkan masuk dalam perbuatan
asusila atau perbuatan yang bagaimana yang bisseddikan masuk dalam kriteria
perbuatan kesusilaan , sedangkan pengertian kasussgendiri tidak dijelaskan. Bila
diartikan secara umum tindak pidana kesusilaantikiar sebagai tindak pidana yang
berhubungan dengan (masalah) kesusilaan (etikaphy&aan ini menunjukkan bahwa
menentukan batasan atau pengertian mengenai lkesusiidaklah sederhana. Batasan-
batasan kesusilaan (etika) sangat tergantung demidgimilai yang berlaku dalam suatu
masyarakat.

Dari uraian tersebut diatas, Penulis berusadlakukan analisa ketidakjelasan rumusan
ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No 11/ 2008 yanggauem ketentuan tentang tindak pidana
siber kesusilaan. Hal ini sudah menjadi kebutuhemgymendesak dan tidak dapat ditunda -
tunda lagi, karena hal ini menyangkut persoalarageggn hukum. Dengan demikian penulis
berkeinginan untuk menyumbangkan sumbangan pemilmag berarti bagi upaya - upaya
ke arah penemuan dan penyusunan suatu kerangkanhysug tepat bagi tindak pidana
siber kesusilaan.
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Rumusan M asalah

Dari latar belakang mengenai berbagai kelemafaag timbul dalam upaya penegakkan
hukum terhadap tindak pidana siber , maka dapasdisrumusan masalah sebagai berikut ;
1. Apa ketentuan dalam pasal 27 ayat (1) UU 11/20@&h selaras dengasas lex certa ?

2. Bagaimana ketentuan perumusan dalam pasal &7(&y UU 11/2008 agar selaras
dengargasas lex certa ?

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah suatu jalan untaégmecahkan masalah yang ada dengan
mengumpulkan, menyusun serta menginterpretasikata-dd@a guna menemukan,
mengembangkan atau menguji kebenaran suatu panelitiiah, karena mutu nilai validitas
dari hasil penelitian ilmiah sangat ditentukan oketepatan pemilihan metode yang sesuai
maka penelitian dapat dilaksanakan dengan bailddagan hasil yang memuaskan. Adapun
metode yang digunakan dalam penelitian ini adathlagai berikut:

a. JenisPendlitian

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan a&dpémelitian yuridis normatif, yaitu tipe
penelitian dengan mengkaji atau menganalisa pamferundangan-undangan maupun dari
berbagai sumber kepustakaaan lainnya yang dapgelas@an dan memberikan landasan
yuridis®, terkait dengan permasalahan yang berkaitan depgramusan tindak pidana siber
kesusilaan yang terdapat dalam dalam pasal 27 (ayddU No 11/ 2008 juncto UU No
19/2016 . Dengan demikian, penelitian ini termagénaelitian hukum normatif, yaitu
penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mérmibagai bahan kepustakaatengan
menggunakan metode berpikir deduktif. Adapun yamgallsud metode berfikir deduktif
adalah cara berpikir dalam penarikan kesimpularg yditarik dari sesuatu yang sifatnya
umum yang sudah dibuktikan kebenarannya dan kesampw ditujukan untuk sesuatu yang

sifatnya khusus

b. Pendekatan Pendlitian

3Soerjono Soekanto dan Sri Mamudenelitian Hukum Normatif, Suatu tinjauan singkat, Rajawali, Jakarta,
1985 him. 15

“Ibid.

*Sedarmayanti & Syarifudin Hidayatletodologi Penelitian, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002, him. 23
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Pendekatan yang dipergunakan dalam penelittitnadalah pendekatan peraturan
perundang-undangasttute approach) dan pendekatan konseptuedriceptual approach)®.
Adapun yang dimaksud dengan pendekatan peraturaondag-undangan(statute
approach) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan terhadapabarbaturan hukum yang
berkaitan dengan ketentuan pemberlakyarsdiks kriminaltindak pidana siber di Indonesia
. Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan koabéminceptual approach) adalah
pendekatan yang ditujukan untuk memahami konsepdmiukum dan asas-asas hukum
yang dapat diterapkan dalam menyelesaikan pernmasalang berkaitan dengan ketentuan

pemberlakuarnyurisdiksi kriminal tindak pidana siber di Indonesia.

c. Sumber Bahan Hukum
Sumber bahan hukum yang digunakan dalam iianedoktrinal ¢loctrinal research) ini
terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukunuseér.
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bab@han hukum yang mengikatang berupa
peraturan perundang-undangan yang akan dijadikasardanalisis dalam
penelitian ini, meliputi UU No 11/ 2008 juncto UWbN9/2016.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalahah-bahan yang erat hubungannya dengan
bahan hukum primer dan dapat membantu mengandidsisnemahami bahan
hukum primet, seperti buku-buku, hasil penelitian, jurnal hukuartikel
ilmiah, media massa, media internet dan lain sebgga
d. Metode Pengumpulan Bahan Hukum
Untuk dapat menghimpun beberapa bahan hukwaraseistematis, komprehensif dan
mendalam, dalam penelitian ini digunakan metodegpempulan data berupa kepustakaan
dan dokumentasiliprary and documentation research). Dalam penelitian kepustakaan dan
dokumentasi ini dimaksudkan untuk menghimpun, nuegifikasi dan menganalisa

terhadap berbagai sumber bahan hukum yang beragabeberapa peraturan perundang-

®Johnny IbrahimTeori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, him.
246

"Ronny Hanitijo SoemitroMetodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990,him.
12

8Soerjono Soekant®engantar Peneltian Hukum, Ul Press, 1986, him. 52

°Ronny Hanitijo Soemitragp. cit., him. 12
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undangan, tulisan ilmiah maupun berbagai dokuméwrmulainnya yang berkaitan dengan
permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini
e. Metode Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang terhimpakan dianalisis secara normatif
kualitatif dengan jalan mengkaji, menafsirkan daengkonstruksi pernyataan yang terdapat
dalam peraturan perundang-undangan maupun dokuakemhlainnya yang terkait dengan
permasalahan yang berkaitan dengan perumusan fodiaka siber kesusilaan yang terdapat
dalam dalam pasal 27 ayat (1) UU No 11/ 2008 juhidtioNo 19/2016 .

PEMBAHASAN

1. Kajian ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No 11/2008 juncto UU No 19/2016

tentang tindak pidana siber kesusilaan

Dari isi pasal 27 ayat 1 UU No 11 / 2008 junttU No 19/2016, bisadisimpulkan :
didalam rumusan undang-undang ITE pasal 27 ayain(1l) dikatakanperbuatan yang
dilangar kesusilaan itu adalah suatu tindak pidamagdilakukan oleh orang yang melakukan
perbuatan-perbuatan berupa dengamgaja dan tanpa hak mendristuibusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atamebuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/dbkumen
elektronik yangmemiliki muatan yan melanggar kesusilaan, itu bigarat dengan pasal ini.
Pasal 27 ayat (1) bertujuan untuk mencegah munausitus porno dan merupakan dasar
hukum yang kuat bagi pihak berwenang untuk melakukadakan pemblokiran situs-situs
tersebut. Namun demikian, tidak adanya definisigytggas dan jelas mengenai apa yang
dimaksud melanggar kesusilaan dan juga pasal itujban untuk memberikan perlindungan
atas hak-hak individu, dimana penggunaan setiagnrdsi melalui media elektronik yang
menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukas @ersetujuan individu yang
bersangkutan. Larangan memiliki muatan yang melanggsusilaan sebagaimana diatur
dalam Pasal 27 ayat (1) idealnya mempunyai tujuargysangat mulia. Pasal ini berusaha
mencegah munculnya situs-situs porno dan merupdkaar hukum yang kuat bagi pihak
berwenang untuk melakukan tindakan pemblokiran at#gs-situs tersebut. Namun
demikian, tidak adanya definisi yang tegas mengem yang dimaksud melanggar
kesusilaan, maka pasal ini dikhawatirkan akan niemasal karet. Bisa jadi, suatu blog yang
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tujuannya memberikan konsultasi seks dan keselattamterkena dampak keberlakuan pasal
ini. Pasal ini juga bisa menjadi bumerang bagi Hitmy yang memuat kisah-kisah
perselingkuhan, percintaan atau yang berisi filkgesti cerita dewasa, yang isinya buat
kalangan tertentu masuk dalam kategori vulgar,nggfa bisa dianggap melanggar norma-
norma kesusilaan. Bila kita cermati dan bedah unosaur yang ada dalam pasal 27 ayat (1)
tersebut adalah

1. Setiap Orang

2. dengan sengaja dan tanpa hak

3. mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atembuat dapat

diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumesk&bnik

4. memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Tidak ada ketentuan secara detail apa yangkdsiod dengan kesusilaan, karena makna
kesusilaan sendiri sangat luas dengan persepsibemgda beda antara suku bangsa yang
satu dengan suku bangsa yang lain, seperti busktgyang agak terbuka , bisa jadi di satu
daerah menggunakan busana tersebut bisa dikatagonielanggar kesusilaan. Batasan
makna kesusilaan sendiri itu cukup luas. Dalam é?a@sgn pasal 27 ayat (1) itu juga tidak
dijelaskan apa yang dimaksud dengan kriteria kkzsaursi

Bila mengacu pada KUHP, terkait pasal pagsdhtk pidana kesusilaan yang ada kaitannya
dengan dilakukannya di dunia maya adalah pasalZ8®1,283, yang isinya adafgh
Pasal 281 KUHP :

"Diancam dengan pidana penjara paling lama duantatglapan bulan atau pidana denda
paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
1. Barang siapa dengan sengaja dan terbekenggar kesusilaan;
2. Barang siapa dengan sengaja dan di deyzeny lain yang ada di situ bertentangan
dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan”

Pasal 282 KUHP :

(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atanempelkan di muka umum tulisan,
gambaran atau benda yang telah diketahui isinyangghr kesusilaan, atau barang siapa
dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan ataempelkan di muka umum,
membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, asekkannya ke dalam negeri,
meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, ataulikigpersediaan, ataupun barang
siapa secara terang-terangan atau dengan mengedalkeat tanpa diminta,
menawarkannya atau menunjukkannya sebagai biseotiipe diancam dengan pidana

1% pasal 281 Kitab Undangundang Hukum Pidana
1 pasal 282 Kitab Undangundang Hukum Pidana
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penjara paling lama satu tahun enam bulan atamngidanda paling tinggi empat ribu
lima ratus rupiah.

(2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atanempelkan di muka umum tulisan,
gambaran atau benda yang melanggar kesusilaapuatéarang siapa dengan maksud
untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan miuka umum, membikin,
memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengelugikatari negeri, atau memiliki
persediaan, ataupun barang siapa secara terangdaratau dengan mengedarkan surat
tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai diperoleh, diancam, jika ada
alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisanbgzan atau benda itu melanggar
kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilamlatku pidana denda paling banyak
empat ribu lima ratus rupiah.”

Pasal 283 KUHF :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama g@&mbulan atau pidana denda paling
banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawark@emberikan untuk terus
maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau emkngpkan tulisan, gambaran
atau benda yang melanggar kesusilaan, maupunrdidt onencegah atau menggugurkan
kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dagndyegtahui atau sepatutnya harus
diduga bahwa umumya belum tujuh belas tahun, gkaulisan, gambaran, benda atau
alat itu telah diketahuinya.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapdatakan isi tulisan yang melanggar
kesusilaan di muka oranng yang belum dewasa sebagaidimaksud dalam ayat yang
lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.

(3) Diancam dengan pidana penjara paling lama etmlain atau pidana kurungan paling
lama tiga bulan atau pidana denda paling banyakoigmmribu rupiah, barang siapa
menawarkan, memberikan untuk terus maupun untulesema waktu, menyerahkan
atau memperlihatkan, tulis- an, gambaran atau bemday melanggar kesusilaan,
maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kitmek@pada seorang yang belum
dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertarmagdik alasan kuat baginya untuk
menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yalagggar kesusilaan atau alat itu
adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kkgtmami

Dalam ketentuan pasal pasal tersebut baik pad& 2852282, dan 283 juga tidak dijelaskan
apa yang dimaksud suatu perbuatan dapat dikategodi&lam jenis tindak pidana kesusilaan.
Pada pasal tersebut hanya memuat ketentuan bakada Ibioleh melakukan perbuatan
kesusilaan dan juga tidak boleh memperbanyak manmmndistribusikan, menempel gambar
ataupun tulisan yang mengandung unsur kesusilaan.

Dalam KUHP, beberapa perbuatan yang bisa tléai bahwa perbuatan tersebut

mengandung muatan kesusilaan adalah :

12 pasal 283 Kitab Undangundang Hukum Pidana
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1. Perzinahan diatur dalam pasal 284,
2. Perkosaan diatur dalam pasal 285,

3. Persetubuhan dengan wanita dibawah umur diatandpasal 286 sampai dengan pasal
288,

4. Percabulan diatur dalam pasal 289 sampai dgragsal 294,
5. Penghubung percabulan diatur dalam pasal 29paatangan pasal 298, dan pasal 506,

6. Pencegahan dan pengguguran kehamilan diatumdadaal 299, serta pasal 534 dan
juga pasal 535,

7. Tindak pidana terhadap kesopanan-kesusilaanyategimenyuruh rasa malu seseorang
diatur dalam pasal 281 sampai pasal 283 bis, dsal p&2 sampai dengan pasal 533.

2. Ketentuan perumusan tindak pidana siber kesusilaan dalam pasal 27 ayat (1) UU
11/2008 agar selaras dengan asas lexcerta ?

Berdasarkan pembahasan diatas tentang bagaimangpsulauatan bisa dikategorikan
perbuatan asusila atau masuk dalam tindak pidasausikaan , menghasilkan suatu
kesimpulan tindak pidana kesusilaan dalam hal dalah suatu perbuatan yang berkaitan
dengan kesopanan nafsu dan kelamin . Dengan kelsimfgusebut , tetap masih kurang jelas
terkait apa yang dimaksud dengan kriteria tindalapa kesusilaan, karena kesopanan nafsu
dan kelamin yang bagaimana dan sejauh mana bat@san

Bila suatu pasal dalam Undang-undang ataurdptaduk hukum tidak jelas batasannya ,
maka tentunya hal tersebut akan mempengaruhi dpfases penegakan hukum , karena
ketidak jelasan tersebut akan menimbulkan kebingandalam suatu pengadilan. Atau
bahkan dengan ketidakjelasan pasal tersebut akadikdin celah dalam suatu persidangan,
sehingga hal tersebut akan membuat lolosnya temakw

Ketentuan dalam pasal 27 ayat (1) UU No 118298ng mengatur tentang larangan
kesusilaan , akan menimbulkan ketidakpastian hukarana tidak adanya kejelasan kriteria
suatu perbuatan bisa dikategorikan tindak pidasadi@an.

Menurut R.Soesilo dalam bukunya “Kitab Undd&hgdang Hukum Pidana (KUHP)
Serta Komentar-Komerntarnya Lengkap Pasal Demi IPdbin 204), bahwa kata
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kesopanan disini dalam arti kata “kesusilaan” yaigrasaan malu yang berhubungan
dengan nafsu kelamin. Misalnya bersetubuh, merabmpdt kemaluan wanita,
memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau prgsmcium dan sebagainya. Kejahatan
terhadap kesopanan ini semuanya dilakukan dengatu $perbuatan®®>. Sedangkan
menurut terjemah Moelyatno, Delik kesusilaan sebagatu kejahatan diatur dalam
KUHP buku Il bab XIV dari Pasal 281 sampai deng@8 Bis, dibawah title : “tentang
kejahatan terhadap kesusiladhsedangkan menurut Soesilo, dibawah title : “keffmha
tentang kesopanan”, selanjutnya pandangaan Siad&lam masalah kesusilaaan ini
adalah mempergunakan istilah “tindak pidana astSila Ahli hukum Laden Marpaung
menilai pada pasal 297 mengenai penjualan anakpdaasl 299 tentang pengguguran
kandungan bukan merupakan bagian dari kesusilalamdpengertian kesusilaan itu
sendiri, menurut Laden marpaung harus terkandunggemai moral daethic yaitu dari/
berkenaan dengan prinsip-prinsip benar atau sdlaBusnya dalam hubungan pada hal/
kejadian seksuHl Sedangkan Sianturi memandang delik kesusilaafalackejahatan/
tindakan yang berkaitan dengan masalah seksualyatey berhubungan dengan perilaku
yang diangap sebagai tindakan yang astsiMenurut Sianturi yang dimaksud dengan
delik kesusilaan yaitu peristiwa atau tindakan/bpatan dan atau kejahatan dibidang
kesusilaan adalah bidang kelakuan yang memanddag baik dan buruk berkaitan

dengan masalah seksual,yang diatur oleh hukum eampemyai sank&i.

Berdasarkan pengertian kesusilaan dan delik-desusilaan tersebut maka dapat
dinyatakan bahwa tidak semua delik yang disebutndaitab UndangUndang Hukum
Pidana (KUHP) buku Il Bab XVI dari pasal 281 samg@ngan 303 bis tentang kejahatan
terhadap kesusilaan, dibatasi pada delik kesusyaaugy bener-bener berkaitan dengan
tingkah laku seksual atau nafsu kelamin. Bila meagaendapat para ahli , R.Soesilo,
Moelyatno, Sianturi dan Laden Marpaung secara ¢@ssr para ahli tersebut berpendapat

bahwa makna tindak pidana kesusilaan itu berkai@mgan kesopanan kemaluan yang

B http://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl6289/jika-rekan-kerja-sering-mengajak-ke-tempat-sepi, diakses
pada selasa, 13 September 2017, pukul 21:30 WIB.

4 Moelyatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hal 102

1 S.R.Sianturi, S.H, Tindak Pidana Di KUHP Berikut Urainnya, Jakarta,Penerbit Alumni AHM- PTHM, cet pertama
1983, hal 222

® Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap kesusilaan dan Masalah Prevensinya, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal-
3

75 R.Sianturi loc cit

18 S.R.Sianturi,Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Jakarta, penerbit Alumni AHMPTHM,
cet 1 1982 hal 207

342



: HUKUM BISNIS :: EISSN 2460-0105
Universitas Narotama Surabaya
Volume 4 Nomor 1, Juni 2020

berhubungan dengan nafsu atau syahwat, misalng&thbuh, meraba tempat kemaluan
wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita pteaj mencium dan sebagainya.
Pada intinya para ahli tersebut berpendapat yamgaldiud dengan tindak pidana
kesusilaan yaitu peristiwa atau tindakan/ perbudtanatau kejahatan dibidang kesusilaan
adalah bidang kelakuan yang memandang nilai baikbdauk berkaitan dengan masalah

seksual, yang diatur oleh hukum dan mempunyai sanks

Dari uraian tersebut diatas, bisa diambil kkggilan bahwa yang dimaksud dengan tindak
pidana kesusilaan dalam hal ini adalah suatu pa&abugang berkaitan dengan kesopanan
nafsu dan kelamin . Dengan kesimpulan tersebutp teasih kurang jelas terkait apa yang
dimaksud dengan kriteria tindak pidana kesusild&amena kesopanan nafsu dan kelamin
yang bagaimana dan sejauh mana batasannya .

Dari pendapat para ahli seperti dalam pemlashaBatas dirasa masih kurang bisa
memberikan kejelasan batasan sejauh mana suatuapemibisa dikategorikan masuk dalam
tindak pidana kesusilaan. Tentunya diperlukan kayjang mendalam dan detail tentang
kriteria atau unsur-unsur suatu perbuatan bisatefjkaikan tindak pidana kesusilaan , agar
rumusan dalam pasal 27 ayat (1) UU No 11/2008 Jakes dan tidak membingungkan
sehingga kepastian hukum bisa dipenuhi. Ada baikmgmasukkan pendapat para ahli dalam
merumuskan unsur unsur tindak pidana kesusilaag parkaitan dengan siber ( kesopanan
dalam nafsu dan kelamin dengan pengaturan yaniy digltail terkait batasan kesopanan yang
bagaimana ) , tetapi yang perlu digaris bawahiadatencari secara pasti, detail dan jelas
rumusan unsur-unsur suatu perbuatan bisa dikakegotindak pidana kesusilaan, agar tidak
menimbulkan persepsi yang berbeda-beda ( mulir fafsehinggaasas lex certa ( kepastian

hukum ) bisa dipenuhi.

PENUTUP
Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan, makatddipmbil beberapa kesimpulan sebagai
berikut :

1. Bahwa ketentuan dalam pasal 27 ayat (1) UUODEDelum selaras dengasas |lex certa
2. Bahwa perlu diatur secara detail unsur-unsatusperbuatan bisa dikategorikan tindak
pidana kesusilaan dalam pasal 27 ayat (1) UU 18/200
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Saran
Berdasarkan kesimpulan—kesimpulan yarsy athka dapat disampaikan beberapa

saran sebagai berikut :

1. Bahwa ketentuan pada pasal 27 ayat (1) UU 08/2(@erlu dirumuskan kembali agar
selaras dengan adax certa (kepastian hukum) bagi pelaku tindak pidana siber

2. Bahwa pada pasal 27 ayat (1) UU 11/2008, perunmiiskan kembali secara detail
dengan batasan yang jelas ( bisa mengambil dadapan para ahli ) tentang suatu

perbuatan bisa dikategorikan tindak pidana kesarsila
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